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ABSTRAK

Bawaslu ialah badan yang mempunyai tugas pokok serta melaksanakan
pengawasan melalui tehapan penyelanggaraan pemilu. Bawaslu merupakan badan
yang bersifat tetap, dengan masa kerja untuk anggota Badan pengawas pemilu
yakni 5 (lima) tahun mulai dari pengucapan sumpah jabatan.

Pemilihan umum adalah suatu hal yang sangat penting dalam demokrasi.
Ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, begitu
juga dengan pemilihan umum dan demokrasi. Keduanya tidak dapat dipisahkan jika
ada pemilihan umum maka ada demokrasi. Sebagai negara demokrasi Indonesia
melaksanakan pemilihan kepala daerah setingkat Gubernur setiap lima tahun sekali.
Diprovinsi Jawa Tengah telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun
2020. Akan tetapi, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah diwarnai dengan
adanya money politic. Money politic merupakan salah satu pelanggaran didalam
pelaksanaan pemilihan umum.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat efektivitas tugas Bawaslu didalam
mencegah money politic pada pemilukada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun
2020. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan
kulaitatif, serta menggunakan teknik analisis yang terdiri dari reduksi data,
penyajian data serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan
bahwasannya Berdasarkan tolak ukur efektivitas Bawaslu dalam mencegah
terjadinya money politic di kabupaten pekalongan bisa dikatakan belum begitu
efektif dikarenakan masih ada faktor penghambat yang sangat besar seperti
rendahnya tingkat ekonomi, tingkat pengetahuan politik masyarakat rendah dan
budaya masyarakat kuno.

Kata kunci : Tugas Bawaslu, efektivitas, money politic
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang
independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar
demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pemilu, sekaligus
menegaskan komitmen pemilu pembentukan pemerintahan yang berkarakter.
Ciri-ciri utama dari pengawas pemilu yang independen, yaitu: dibentuk
berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang, tidak mudah intervansi
oleh kepentingan politik tertentu, bertanggung jawab kepada parlemen,
menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu, memiliki integritas dan
moralitas yang baik, dan memahami tata cara penyelenggaraan pemilu. Dengan
begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap
pembentukan pemerintahan yang demokrasi, tetapi juga ikut andil dalam
membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu. '

Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi
berjalannya aturan dalam pemilu, bawaslu mempunyai beban yang sangat
berat. Pengawasan terhadap segala tahapan dalam pemilu harus terus dilakukan
guna menjaga kestabilan dan ketertiban tiap tahapan pemilu. Mengingat fungsi
bawaslu sangat dibutuhkan dalam pencegahan pelanggaran pemilu bawaslu

harus mengkoordinasikan, membimbing, memantau, dan mengawasi

! Ni’matul Huda, “Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi” (Jakarta:
PT Kencana, 2017), 107



penyelenggara pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintahan terkait dan
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.?

Penyeleggaraan pemilu yang tidak terawasi dengan baik, akan
berdampak pada kerugian masyarakat dalam jangka panjang (contohnya
sumbangan ilegal pemilik modal kepada kandidat akan menyebabkan kandidat
terpilih tersandera oleh kepentingan pemilik modal).? Pengawasan pemilu tidak
hanya dimaknai sekedar mengawasi, mencatat, menyelesaikan sengketa dan
melaporkan ke pihak yang berwenang bila terjadi pelanggaran. Lebih dari itu,
pengawasan harus difungsikan sebagai salah satu faktor penting untuk
meningkatkan kualitas pemilu agar asas pemilu yang luber dan jurdil bisa
dilakukan secara konsisten. Dengan demikian lembaga pengawas pemilu dari
pusat kecamatan, memiliki peran yang strategi, karena lembaga ini bertugas
menjamin pemilu dilakukan secara demokrasi.

Bawaslu bertugas mengawasi semua pemilihan umum. Kegiatan
pengawasan yang dilakukakan oleh bawaslu yaitu mengawasi proses jalannya
pesta demokrasi pemilu serta pemilihan umum telah sesaui dengan hasil yang
diharapkan.* Pada Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
dijelaskan bahwa bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang

mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia.’

2 Teguh Prasetyo, “Pemilu Bermartabat”(Depok: PT Rajawali Press, 2017), 124

3 Natsir B. Kotten, “Bawaslu Tidak Lagi Ompong kumpulan Karya Tulis
Terpubikasi”’(Malang: Media Nusa Creative, 2020), 24

4Yulia Simamora, “Analisis Fikih Terhadap Peranan Bawaslu Dalam Mengawasi
Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat” Skripsi (Medan:
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2020), 1-7

SRepublik Indonesia, "Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum" Pasal
1 Ayat (17)



Bawaslu merupakan badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya
5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan.

Selain itu Bawaslu juga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam Pasal 93 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa tugas Bawaslu bertugas :

1. Mencegah terjadinya money politic

2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu,
3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu

4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu

Pilkada pada tahun 2020 dilaksanakan ditengah-tengah pandemi Covid-
19. Karena itu pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan
mengantisipasi agar pilkada ini harus tetap terlaksana, pilkada ini juga
sebelumnya sempat diundur, dimana sebelumnya pilkada di rencanakan pada
23 September 2020 lalu harus diundur hingga 9 Desember 2020. Dan pilkada
itu sendiri adalah proses penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang
mencalonkan diri sebagai kelapa daerah yang dilaksanakan secara demokratis
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.®

Proses pemilihan umum kepala daerah atau biasa disebut pilkada
dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Dan peserta pilkada yakni pasangan

calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik, gabungan partai

®Irfan Setiawan, “Handbook Pemerintahan Daerah” (Wahana Resolusi, 2018), 136



politik, dan dapat juga melalui calon perseorangan.’” Dalam pemilihan umum
kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) yang bertanggung jawab kepada DPRD. Dan yang bertugas
dalam mengawasi pemilihan umum kepala daerah adalah Badan Pengawasan
Pemilu (Bawaslu) yang dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu).

Pada setiap tahapan pemilu mempunyai potensi terjadinya pelanggaran,
Misalnya pada saat kampanye. kampanye adalah alat untuk memperkenalkan
visi, misi dan program-program kerja yang akan direalisasikan para calon
kepala daerah.® Pada masa kampanye sering kali terjadi adanya tindak
kecurangan yang dilakukan oleh partai politik, tim sukses kader, dan bahkan
calon itu sendiri. Tindak kecurangan tersebut bisa berupa money politic dan
lain sebagainya.’

Salah satu pelanggaran yang sering terjadi yakni money politic.
Sedangkan money politic sendiri adalah suatu bentuk pemberian untuk
mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi
atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses pemilihan umum.' money

politic ini sangat mengganggu kehidupan masyarakat dan juga mengganggu

kualitas demokrasi.

"Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalimunthe dan Yusriati, “Penanggulangan Golput Dalam
Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada” (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah
Aqli, 2018), 13

8Novica Mailanti, Skripsi: “Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakan Peraturan
KPU” Skripsi (Lampung: Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung, 2017), 7

°Andi Akbar, “ Pengaruh Money Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada
2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba)” Skripsi (Makassar:
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2016), 2

"9Ahmad Hudri, “Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal” (Malang: PT Cita Intrans
Selaras, 2020), 42



Di dalam sebuah pemilu, tidak asing lagi jika kita mendengar istilah
money politic atau suap. Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah
terpenuhi yang meliputi, pertama yang disuap (a/-Murtasyi) yaitu orang yang
menerima sesuatu dari orang lain berupa barang atau uang maupun jasa supaya
mereka melaksanakan permintaan penyuap. Padahal tidak dibenarkan oleh
syara, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Biasanya orang
melakukan suap ialah pejabat namun tidak menutup kemungkinan selain
pejabat ada seseorang yang berstatus dibawahnya. Kemudian kedua, penyuap
(al-Rasyi), yaitu orang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai
tujuannya. Pemberian suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki
kepentingan terhadap penerima suap. Bisa kepentingan hukum, maupun
pemilu, karenannya melakukan segala cara untuk memperoleh tujuannya.
Ketiga, suap (al-Risywah), suapan atau harta yang diberikan. Harta yang
dijadikan sebagai objek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumabh,
motor dan lain sebagainya.'! Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam
karena sebenarnya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang batil, seperti

firman Allah SWT di dalam QS. Al-Baqgarah: 188
Sl R 00 3 3 &G SO R 06 _
Opalad paily @iVl e B 1541

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah)

"' Nanda Firdaus Puji Istigomah & M. Noor Harisudin, “Praktik Money Politic Dalam
Pemilu Di Indonesia Prespektif Fikih Siyasah dan Hukum Positif”, Rechtenstudent Journal 2 (1),
April 2021, 90-91



kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, agar kamu
dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu
dengan (jalan berbuat ) dosa, padahal kamu mengetahui”.
(QS. Al-Baqarah: 188).!?

Risywah merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merupakan musuh
terbesar bagi negara. Dapat dikatakan demikian karena hal ini dapat merugikan
negara. Di negara Indonesia itu sendiri, risywah dikategorikan sebagai korupsi,
dan merupakan suatu hal yang menghalalkan segala cara untuk mencapai
tujuannya.'® Seseorang yang melakukan risywah atau suap baik yang menyuap

maupun yang disuap, dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW sebagaimana

hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Amer, sebagai berikut:
13 (o) iy dule <l s- 4l 5l e ool e
"Dari Abdullah bin ‘Umar ra berkata, “Rasulullah melaknat bagi
penyuap dan menerima suap.'*"

Akibat money politic rasionalitas pemilih menjadi hilang berganti dengan
sikap pragmatis, siapa yang memberi uang, barang atau materi lainnya itulah
yang akan meraka pilih menjadi kepala daerah. Karena money politic, rakyat
yang merupakan pemilik kedaulatan untuk menentukan lahirnya pemimpin
berkualitas dan berintegritas harus pupus oleh dampak money politic. Dampak
lain dari momney politic bagi masyarakat ialah dari aspek ekonomi, seorang

kepala daerah yang terpilih karena melakukan money politic berpotensi

12 Qs Al-Baqarah (2): 188

13 Nanda Firdaus Puji Istigomah & M. Noor Harisudin, “Praktik Money Politic Dalam
Pemilu Di Indonesia Prespektif Fikih Siyasah dan Hukum Positif”, Rechtenstudent Journal 2 (1),
April 2021, 90-91

4 Fuad Thohari, “Hadits Ahkam: Kajian: Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud,
Qishash, dan Ta’zi)” (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 286



melakukan korupsi atau mengumpulkan uang untuk menggantikan uang yang
telah dihabiskan pada waktu pemilihan umum.

Di Kabupaten Pekalongan sendiri masih terdapat calon kepala daerah
atau wakil kepala daerah yang membagi-bagikan barang, uang atau materi
lainya kepada masyarakat. Pada pilkada 2020 di Kecamatan Kesesi terdapat
money politic yang dilakukan oleh anggota KPPS disalah satu TPS. Anggota
KPPS tersebut membagikan amplop berisi uang kepada warga agar memilih
pasangan calon bupati dan wakil bupati. Selain di Kecamatan Kesesi terdapat
juga politik uang di Kecamatan Bojong. Bawaslu menyebutkan bahwa terdapat
amplop yang berisikan uang Rp70 ribu yang dibagikan ke warga.'

money politic biasanya dilakukan dengan cara tim sukses terjun langsung
ke desa-desa dan bertemu dengan tokoh desa, ada juga kader dari partai
tertentu yang mengadakan rapat dirumah RT atau RW didesa tersebut, atau
dengan cara pasangan calon yang mengadakan pengajian ibu-ibu satu
kecamatan atau satu desa hanya untuk berkampanye sekaligus untuk membagi-
bagikan barang, uang, dan lain-lain agar mau memilih calon kepala daerah
tersebut.

Calon yang melakukan praktik money politic sangat otomatis jika calon
tersebut akan berusaha untuk bisa mengembalikan dana atau modal yang telah
dia keluarkan pada masa kampanye. Oleh sebab itu kita harus menolak adanya
money politic untuk memilih pemimpin yang memiliki sifat ideal menurut

islam, yaitu : Sidiq, Amanah, Tablig, dan Fathonah. Pemimpin yang memiliki

15 Bawaslu, Sumber Dari Dokumen Bawaslu Kabupaten Pekalongan, diminta i data oleh
Subekti Dwi Nur Rohmah, Bawaslu Kabupaten Pekalongan, 28 Desember 202.



sifat tersebut bisa dijadikan suri tauladan bagi masyarakatnya dan tidak akan
merugikan negara.'®
Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana
tugas Bawaslu dalam meminimalisir money politic pada pemilihan umum
kepala daerah. Supaya dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 tidak
ada lagi aksi money politic yang akan mengganggu pemilih untuk memilih dari
hati nurani mereka sendiri dan juga akan mengurangi kerugian negara karena
tidak ada lagi pejabat yang akan melakukan korupsi.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat memberikan
rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten
Pekalongan dalam mencegah money politic pada pilkada tahun 2020 di
Kecamatan Kesesi ?

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Kabupaten Pekalongan dalam mencegah money politic pada
pilkada tahun 2020 di Kecamatan Kesesi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten
Pekalongan dalam mencegah money politic pada pilkada tahun 2020 di

Kecamatan Kesesi

16 Imawan Sugiharto, "Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya"(
Pekalongan: NEM, 2021), 21



2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Kabupaten Pekalongan dalam mencegah money politic pada
pilkada tahun 2020 di Kecamatan Kesesi

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan ilmu pengetahuan. Khusunya terhadap mahasiswa yang
mengkaji mengenai pelaksanaan tugas Bawaslu dalam mencegah money
politic pada pilkada.

2. Manfaat praktis diharapkan dapat menghasilkan penelitian ini menyalurkan
gagasan-gagasan pemikiran yang berguna untuk peneliti serta masyarakat
guna menumbuhkan rasa untuk mencegah terjadinya money politic pada
setiap pemilihan umum diKecamatan Kesesi.

D. Kerangka Teoritik
1. Efektivitas Hukum
Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai kaidah
yang merupakan patokan terkait sikap tindak atau perilaku yang pantas.
Metode yang dipergunakan yakni menggunakan metode deduktif-rasional,
sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Dilain pihak ada yang
memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg).

Metode berpikir yang digunakan yaitu induktif-empiris, sehingga hukum itu
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dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang
mempunyai tujuan tertentu. !’

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap
atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh
hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada
hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau
perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak
hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu
efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi
tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam
bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukan adanya indikator
bahwa hukum tersebut adalah efektif.'®

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Berdasarkan
teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekamto diatas yang
menyatakan bahwa efektivitas atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5
(lima) faktor yaitu faktor hukum (Undang-Undang), faktor penegak hukum
(pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), faktor sarana
atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat

(lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), faktor

17 Soerjono Soekanto, “Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di
Indonesia” (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40

18 Soerjono Soekanto, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum” (jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,
2007),110
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kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa
manusia dalam pergaulan hidup)."

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa faktor budaya hukum
merupakan penentu bermakna tidaknya suatu tawaran hukum bagi
seseorang. Menurutnya, pandangan-pandangan dan nilai-nilai yang diikuti
oleh suatu masyarakat merupakan kekuatan sosial (social force) yan secara
langsung atau tidak, mempengaruhi mekanisme bekerjanya hukum secara
keseluruhan. Nilai-nilai atau tidak memilih suatu aturan dan lembaga hukum
untuk dipakai begi kepentingan mereka. Kendala yang mungkin terjadi
adalah kemungkinan masyarakat menganggap bahwa lembaga dan pranata
hukum yang ada tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang telah
diyakini oleh masyarakat yang bersangkutan.

2. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah adalah sebagai sarana pelaksanaan
penyerahan kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan pemerintah di
daerah secara demokratis. Pilkada merupakan kesempatan rakyat untuk
memilith pemimpin mereka. Serta memutuskan, apa yang pengen
pemerintah lakuin untuk mereka. Keputusan mereka ini juga menentukan
hak yang mereka miliki dan pengen mereka juga.?’ Sistem pemilihan kepala
daerah secara langsung memberikan beberapa kelebihan, yaitu : pertama,
kepala daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang kuat

karena didukung oleh rakyat yang memberikan suara langsung. Kedua,

19 Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” (Jakarta:
PT Grafindo Persada, 2008), 80
20 Irfan Setiawan, “Handbook Pemerintahan Daerah” (Wahana Resolusi, 2018), 135-136
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kepala daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai atau fraksi-
fraksi politik yang telah mencalonkannya. Artinya, kepala daerah terpilih
berada diatas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai
kepentingan tersebut. Ketiga, sistem pemilihan kepala daerah secara
langsung lebih akuntabel dibandingkan sistem lain yang selama ini
digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota
legislatif secara sebagian atau penuh. Rakyat dapat menentukan pilihannya
berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon. Keempat, check and
balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang.
Dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, kedudukan dan
posisi kepala daerah sangat kuat sehingga DPRD sebagai lembaga legislatif
daerah tidak dapat menekan kepala daerah untuk memenuhi kehendak dan
tuntunan DPRD. Kelima, kriteria calon kepala daerah dinilai secara
langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya. Oleh karena itu
rakyat yang akan menentukan sendiri kepala daerahnya, maka rakyat dapat
menentukan kriteria-kriteria ideal seorang calon kepala daerah.

Namun yang juga harus diperlihatkan bahwa sistem pemilihan kepala
daerah secara langsung nuga memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu :
pertama, dana yang dibutuhkan sangat besar. Pemilihan kepala daerah
secara langsung membutuhkan dana atau anggaran yang sangat besar untuk
untuk kebutuhan operasional, logistik, dan keamanan. Kedua, membuka
kemungkinan konflik antara elit dan massa. Pemilihan kepala daerah secara

langsung membuka potensi terjadinya konflik, baik konflik yang bersifat elit
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maupun konflik massa secara horizontal. Ketiga, aktivitas rakyat terganggu.
Pemilihan kepala daerah secara langsung akan disibukkan aktivitas para
calon dan partai politik pendukungnya untuk mengadakan kampanye dan
menyebarkan isu-isu politik serta melakukan manuver-manuver langsung ke
tangan masyarakat dengan maksud mempengaruhi pilihan rakyat.?!

3. Money Politic

Money politic berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yakni Money
dan Politic, money adalah uang dan politic adalah politik. Money politic
dalam bahasa Indonesia merupakan suap. Suap dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia ialah uang sogok. Sedangkan istilah money politic adalah
menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, didalam hal ini
uang dijadikan alat guna mempengaruhi seseorang dalam menentukan suatu
keputusan.?

Menurut Gary Goodpaster, mendefinisikan momney politic sebagai
bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses-proses pemilu, yang meliputi
pemilihan presiden, kepala daerah dan pemilu legislatif.? Dan Gary
Goodpaster, kemudian menyimpulkan bahwa money politic merupakan
transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan
mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan. Sedangkan menurut Johny

Lomulus, money politic merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan

2l Nopyandri, “Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Prespektif UUD 1945”
Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2 No 2., 4-7

22 Ebin Danius, “Politik Uang dan Uang Rakyat” Universitas Halmahera, 1999, dalam
www.uniera.ac.id/pub/I/I (diakses tgl 08 November 2021)

2 Gary Goodpaster, “Refleksi Tentang Korupsi di Indonesia” (Jakarta: USAID, 2001), hlm

14
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memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pemimpin partai politik
agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat
pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan
bayaran atau bantuan tersebut. 2

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa
money politic adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau
menjanjikan uan atau materi lainnya kepada seseorang supaya memilih
calon tertentu pada saat pemilihan umum ataupun tidak menjalankan haknya
untuk tidak memilih. Money politic umumnya dilakukan untuk menarik
simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum.

Money politic merupakan cara instan yang digunakan untuk mencapai
kekuasaan. Money politic biasanya digunakan baik oleh perorangan ataupun
kelompok untuk mendapatkan kursi jabatan baik untuk menjadi anggota
legislatif maupun menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Cara
yang digunakan mereka ialah memberikan sejumlah uang kepada rakyat
agar mereka memilih dirinya. Cara ini biasanya dilakukan pada saat
kampanye agar mereka terpilih dalam pemilihan umum nantinya, maka
disamping mereka mengenalkan dirinya kepada para calon pemilih mereka
juga membagikan sejumlah uang tunai dan materi lainnya dengan
mengatakan bahwa itu bukanlah suap ataupun sogok melainkan hadiah.

Beberapa dampak money politic menurut Teguh Yuwono, yakni:

pertama, maraknya pemimpin yang korup. Logikanya, siapa pun yang

24 John Lomulus, “Sikap Pemilih Terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Lampung di
Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri”, Jurnal Penelitian Vp. 4 No. 1 2007, LIPI, him.35
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menjadi pemimpin (bupati, walikota atau gubernur) dengan cara membeli
suara atau mengeluarkan uang banyak untuk memperoleh kedudukan
tersebut, maka sudah pasti akan berusaha untuk mengembalikan uang atau
modal. Korupsi akan semakian parah jika pemimpin terlilit utang guna
memenangkan pemilu. Pemimpin yang terlilit utang biasanya memiliki
kenderungan penyelewengan kekuasaan guna mendapatkan uang atau
sumber daya apapu untuk mengembalikan modal atau uang tersebut. Kedua,
money politic akan menghasilkan pemimpin instan yang tidak akan mampu
mengelola pemerintahan. Dengan kata lain, akan mengelola tata
pemerinahan apa adanya, tenpa komitmen, dan konsistensinya untuk
mewujudkan kemakmuran dan keadilan. Calon yang memiliki kompetensi,
kemampuan, dan integritas seringkali justru kalah dari calon bermodal yang
secara kualitas personal lebih rendah. %°

Bentuk money politic yakni: a) Berbentuk Uang (cash Money, Uang
merupakan faktor penting untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus
untuk mengendalikan strategi terkait dengan sebuah kepentingan politik dan
kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan
kepentingan pribadi dan kelompok terhadap pihak lain melalui berbagai
sarana termasuk uang; b) Bentuk fasilitas umum, Alat yang dijadikan untu

menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, batu dsb.

% Imawan Sugiharto, “Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya”

(Pekalongan: PT Nesya Expanding Management, 2021), 17-22
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Fasilitas dan sarana umum yang biasanya dijadikan jariah politic yaitu:
pembangunan masjid, mushalla, jalan-jalan kecil, madrasah dl1.%6
4. Bawaslu

Badan pengawas pemilu /atau yang biasa disebut bawaslu ialah
lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok
melakukan pengawasan terhadap tehapan penyelanggaraan pemilu, yang
meliputi pemilu anggota DPR,DPD, DPRD, pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Bawaslu
merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya
selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan.

Bawaslu Provinsi dan bawaslu kabupaten/kota adalah bersifat tetap
(permanen). Dan panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, panwaslu
LN dan Pengawas TPS bersifat ad hoc (sementara). Lembaga pengawas
pemilu adalah khas Indonesia dimana Bawaslu dibentuk untuk mengawasi
pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu menerima pengaduan, serta menangani
kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.?’

Tugas bawaslu dalam menjalankan pengawasan pada pemilu. Tugas

pengawasan yang dilakukan bawaslu pada penyelenggaraan pemilu adalah

26 Muhammad Idrisky Ritonga, “Money Politic (Politik Uang) Dalam Pemilihan Umum
Legislatif 2019 (Studi Kasus:Perilaku Pemilihan Pada Pemilihan Umum Legislatif Desa
Nomalandur Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang)” Skripsi (Medan: Universitas
Sumatra Utara Medan, 2021), 9-10

27 Yulia Simamora, “Analisis fikih Siyasah Terhadap Peranan Bawaslu Dalam Mengawasi
Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat” skripsi (Medan:
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2020), 22-24
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dengan mengawasi semua tahapan yang ada dalam peraturan KPU tentang
tahapan  penyelenggaraan pemilu dan non tahapan. Tahapan
penyelenggaraan pemilu yang diawasi oleh bawaslu ialah pengawasan
pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; pengawasan
penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang ada diluar negeri; yang
dimana pengawasan logistik ini sangat berkaitan erat dengan pemilihan
tetap karena harus sesuai sejumlah yang dibutuhkan.

Kemudian setelah adanya pengawasan terhadap logistik ada beberapa
pengawasan lagi yakni : pengawasan kampanye, pengawasan laporan dan
audit dana kampanye; pengawasan masa tenang; pengawasan pemungutan
dan perhitungan suara; pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara;
pengawasan penyelesaian sengketa hasil pemilu; pengawasan penetapan
perolehan kursi dan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil
pemilu.

Selanjutnya pengawasan non tahapan itu ada dua yakni pengawasan
netralissi dan pengawasan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan).
Pengawasan netralisasi itu mengawasi para abdi negara seperti TNI dan
Polri serta ASN untuk tetap berada digaris batasan yang mereka miliki boleh
memilih tetapi tidak boleh memakai hak suara semuanya harus netral
berdasarkan Undang-undang yang ada. Sedangkan yang kedua yaitu
pengawasan SARA dimana pengawasan ini mempermudah bawaslu
mengambil celah untuk memilah-milah struktur lapisan yang ada pada

masyarakat kita. Pengawasan ini dilakukan dengan berbagai lembaga yang
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ada dimasyarakat dan juga merangkul berbagai organisasi masyarakat yang
merupakan interpretasi dari masyarakat yang ada. 2%
E. Tinjauan Penelitian

Tinjauan pustaka merupakan suatu hal yang memuat uraian yang berisi
tentang ungkapan-ungkapan peneliti sebelumnya yang serupa dengan
penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk menghindari duplikasi, dan
untuk menunjukan bahwa topik yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh
peneliti yang lain.

Menurut pengamatan peneliti belum ada penelitian yang membahas
tentang bagaimana upaya bawaslu kab. Pekalongan dalam mencegah adanya
money politic dalam pilkada. Adapun beberapa referensi dan karya ilmiah yang
berkaitan dengan peran bawaslu dalam pemilu adalah sebagai berikut :

Skripsi: Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan
Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah, oleh Dhimas Satrio
Hutomo, jurusan Hukum, fakultas I[lmu Hukum, Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk
pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur. Bentuk pelanggaran tersebut adalah : a). Pelanggaran tindak
pidana pemilihan sebanyak 18 temuan/laporan yang diantaranya 2 dinyatakan
terbukti pelanggaran tindak pidana pemilihan dan 16 termasuk bukan

pelanggaran Provinsi Jawa Tengah; b). Pelanggaran Administrasi, sebanyak 93

28 Fety Fitriana Hertika, Sunarto, Hadi Cahyono, “Peranan Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di
Kabupaten Ponorogo” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo
3(2)(2019):89-97 92, 91-93
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temuan/laporan yang diantaranya 84 dinyatakan terbukti pelanggaran
administrasi dan 9 temuan/laporan termasuk bukan pelanggaran Provinsi Jawa
Tengah ; dan c). Pelanggaran kode etik, sebanyak 8 temuan/laporan yang
diantaranya 6 dinyatakan terbukti pelanggaran kode etik dan 2 temuan/laporan
termasuk bukan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.?’

Skripsi: Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakan Peraturan
KPU, oleh Novica Mailanti, Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas
Ushuluddin, Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung tahun 2017
penelitian ini bertujuan menjelaskan peran bawaslu provinsi lampung
melaksanakan pengawasan, sosialisasi, menyangkut pemilihan umum,
pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat tentang pemilu, dan
perhitungan cepat (quich count) hasil pemilu adalah suatu kewajiban yang
dinamis dari kedudukan mereka sebagai pelaksana pemilihan umum. adapun
faktor penghambat Bawaslu kota Bandar Lampung dalam menegakan
peraturan KPU yaitu: masih kurangnya kesadaran masyarakat, kurang
beraninya mengatakan tidak pada money politic, saksi. Anggaran, waktu dan
jejak penelusuran/ pemantauan, kurangnya percaya diri dengan pilihan hati,
makin maraknya calon mengiming-ngimingi uang dan sembako untuk
melakukan money politik. *°

Jurnal: Peran Bawaslu Dalam Menjalankan Pengawasan Pada

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo, oleh Fety

2 Dhimas Satrio Hutomo, “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan
Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah,” Skripsi (Yogyakarta : Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta, 2018)

39 Novica Mailanti, “Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakan Peraturan KPU”
Skripsi (Lampung : Universitas Negeri [slam (UIN) Raden Intan Lampung, 2017)
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Fitriana dkk tahun 2019. Penelitian ini bertujuan menjelaskan peran bawaslu
dalam menjalankan pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten Probolinggo
adalah dengan mengawasi semua tahapan yang ada dalam peraturan KPU
tentang Tahapan penyelenggara pemilu dan non tahapan.’!

Jurnal: Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Money Politic
Pada Pilkada Serentak 2017 oleh Sri Wahyu Ananingsih. Penelitian ini
bertujuan menjelaskan tentang bagaimana penanganan praktik money politic.
Pertama, melakukan revisi Undang-Undang Pilkada; kedua, pemberian
kewenangan penuh Bawaslu dalam penanganan pidana pemilihan. *2

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

yuridis empiris dengan pendekatan kulaitatif yang meneliti peraturan-
peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan prilaku yang
hidup ditengah-tengah masyarakat. Materi penelitian ini diperoleh secara
langsung dari para responden melalui penelitian lapangan tentang yaitu
tugas bawaslu dalam mencegah money politic pada pilkada tahun 2020 di
kabupaten Pekalongan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

3 Fety Fitriana et al, “Peran Bawaslu Dalam Menjalankan Pengawasan Pada

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo”, Jurnal Mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Ponorogo 3(2)(2019)

32 Sri Wahyu Ananingsih, “Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang
Pada Pilkada Serentak 2017, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2016
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3. Sumber Data
Dari penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah :
a. Data Primer
Data primer yakni data yang dihasilkan dari penelitian lapangan
yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang
terkait seperti Bawaslu dan Masyarakat yang berkaitan dengan tugas
Bawaslu dalam mencegah money politic pada pilkada tahun 2020 di
Kabupaten Pekalongan.
b. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari :
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan
dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam
penelitian ini bahan hukum primer yang berkaitan dengan efektivitas
pelaksanaan tugas bawaslu dalam mencegah money politic pada
pilkada tahun 2020 di Kecamatan Kesesi, meliputi :
a) Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Pemilu
b) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
c) Peraturan Bawaslu No 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan
Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
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d) Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang.

2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk
mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal
hukum, hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang berhubungan dengan

penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si
penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan
menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan
wawancara).>> Wawancara bisa dicatat atau direkam dengan alat
perekam, seperti handphone, recorder, dan sebagainya. Wawancara atau
interview peneliti jadikan sebagai metode bantu, yaitu untuk melengkapi
data, seperti mengenai data money politic dan data-data kampanye yang

berkaitan dengan aktivitas pemilihan di daerah Kabupaten Pekalongan.>*

33 Fandi Rosi Sarwo Edi, “Teori wawancara Psikodiagnosti” (Yogyakarta: LeutikaPrio,
2016), 3

34 Novica Mailanti, Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakan Peraturan KPU”
skripsi (Lampung: Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung, 2017), 15
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b. Dokumentasi
Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan
cara memanfaatkan data-data verupa buku, catatan (dokumen), metode
dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau
tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransfer
bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah
disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya. Dokumentasi adalah
teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai
data pribadi responden.’> Metode ini digunakan sebagai metode utama
untuk menggali data atau dokumen yang berkenan dengan peran Bawaslu
dalam mencegah adanya money politic dalam pilkada.
c. Penelitian Kepustakaan
Penelitian Kepustakaan merupakan suatu studi yang mempelajari
berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis
yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang
akan diteliti. Seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.*®
5. Teknik Analisis Data
a. Reduksi Data
Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah
dikumoulkan dari hasil interview dan dokumentasi diklasifikasikan,

kemudian diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data ini merupakan

35 Abdurrahman Fatoni, “Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011), 104

36 Milya Sari, “Penelitian Kepustakaan( Library Research) dalam Penelitian Pendidikan
IPA” NATURAL SCIENSE: Jurnal Pene7litian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6(1), 2020, (41-
53), ISSN: 2715-470X (Online), 2477-6181 (Cetak)
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suatu bentuk analisis yang bertujuan mempertajam, memilih,
memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan
akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan.?’

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa
reduksi data yaitu merangkum data-data yang terkumpul dari lapangan
kemudian memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses setelah dilakukan reduksi data.
Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk
ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori. Selain itu penyajian data dapat
pula dilakukan dalam bentuk bagan, tabel dan sebagainya. Data yang
disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu
seperti uraian konsep kategori, dan lain-lain sehingga mudah dipahami
pembaca. Data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan
pembaca memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan
masing-masing pola atau kategori.*®

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga setelah analisis data kualitatif menurut Miles and
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal
yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

37 Subino Hadi Subroto, “Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data
dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif” (Bandung: IKIP, 1999), hlm 17

38 Umrati Hengki Wijaya, “Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian
Pendidikan” (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), him 106
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pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

konsisten pada saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data,
maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
kredibel.*

G. Sistematika Penelitian

Adanya suatu sistematika dalam penulisan dalam suatu penelitian adalah
Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan
sebuah karya tulis yang sistematis, maka dalam penyusunan penelitian ini
penulis menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang mencakup pertama, Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian,
Kerangka Teoritik, Tinjauan Penelitian, Metode Penelitian yang berisi
mengenai Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik
Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II, berisi kajian teori yang digunakan untuk menganalisis masalah
yang sedang diteliti. Dalam hal ini “Efektivitas Tugas Badan Pengawas Pemilu
(BAWASLU) Kabupaten Pekalongan Dalam Mencegah Money Politic pada
Pilkada Tahun 2020 (Studi kasus di Kecamatan Kesesi).” .

Bab III, berisi tentang tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Kabupaten Pekalongan Dalam Mencegah Money Politic Pada Pilkada 2020 Di

Kecamatan Kesesi

39 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan” (Bandung: Alfabeta, 2010), him 341
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Bab IV, berisi analisis penelitian, Yaitu berisi analisis efektivitas
pelaksanaan tugas bawaslu kabupaten pekalongan dalam mencegah money
politik pada pilkada 2020

BAB V merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah yang berisi
Kesimpulan akhir atas pembasan dan saran atau rekomendasi yang relevan

terkait dengan penelitian ini.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari seluruh pemaparan teori dan pembahasan serta analisis yang telah
diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan
sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politic
yaitu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat terkait
dampak dan sanksi bagi pemberi dan penerima money politic, membuat desa
anti money politic dan desa pengawasan dengan tujuan untuk memberikan
kesadaran anti money politic dan dampak yang ditimbulkan money politic,
dan Bawaslu Kabupaten Pekalongan selalu melakukan patroli anti money
politic sebelum menjelang pelaksanaan pemilihan umum dan patroli
tersebut dilakukan ditempat-tempat yang ramai seperti pasar dll.

2. Bawaslu kabupaten Pekalongan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan
tumpuan yang digunakan Bawaslu Kabupaten Pekalongan yaitu Undang-
Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan telah
menjalankannya sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Meskipun
Bawaslu sudah bekerja sangat keras akan tetapi belum begitu efektif
dikarenakan ada faktor penghambat yaitu: a.) Rendahnya tingkat ekonomi
akan cenderung mendorong masyarakat untuk menerima money politic, b.)
Rendahnya tingkat pengetahuan politik masyarakat yang rendah akan

menjadikan praktik money politic berkembang di masyarakat, c.) Budaya

114



115

masyarakat yang menganggap money politic adalah hal yang wajar
merupakan suatu alat untuk memuluskan tujuan para calon dalam pemilihan
umum.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Di sarankan kepada Bawaslu agar lebih meningkatkan kualitas ilmu
pengetahuan masyarakat terkait dengan pemilu agar tidak mudah
terpengaruh dan menjauhi hal hal seperti pelanggaran pemilu

2. Di sarankan kepada seluruh masyarakat ikut mendukung serta menerapkan
Undang-Undang di Kalangan masyarakat terkait dengan pelanggaran pemilu

3. Di sarankan kepada seluruh masyarakat, untuk ikut berpartisipasi dalam
mencegah pelanggaran pemilu dengan cara melaporkan kepada Bawaslu
jika melihat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, tim
suskses ataupun calon itu sendiri. Sehingga pesta demokrasi akan bersih
tanpa ada pelanggaran-pelanggaran schingga terlaksananya sistem
pemilihan umum sesuai dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang
langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil)

4. Diharapkan dapat menghasilkan penelitian ini menyalurkan gagasan-
gagasan pemikiran yang berguna untuk peneliti serta masyarakat guna
menumbuhkan rasa untuk mencegah terjadinya money politic pada setiap

pemilihan umum diKecamatan Kesesi.
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